
Dipindai dengan CamScanner 

IT 1,t~17·E~_l 

a. bahwa dalam UIJ3: ra. pemberian keringanan dan 
pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Batik 

a.ma Kendaraan Bennotor dimasa pandemi 0>1 ·d-19 
telah ditetapkan Peraturan Gubernur omor 5 Tahun 
2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak 
Kendaraan Bermotor Dan Bea 8alik ama Kendaraan 
Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik a.ma 
Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan 
Barat; 

b. bahwa berdasarkan basil monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan oleh BAPENDA, terhadap pembebasan Sanksi 
Administrasi Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Batik 

ama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea 
Balik Na.ma Kendaraan Bermotor Kedua perlu 
diperpanjang masa berlakunya. Untuk itu dipandang 
perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan 
Gubemur Nomor 52 Tahun 2022; 

c. bahwa be.rdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan 
Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bennotor Dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bennotor Kedua rta 
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua 
di Provinsi Kaliman tan Ba.rat; 

enimbang 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar egara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Republik 
lndonc ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
N gara Republlk lndone ia Nomor 5887) sebagalmana 
t lah diubah b ropa kali dan terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
K uangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeri.ntahan 
Da rah (Lcmbaran N gara R publik lndone ia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2CY22 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 625); 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barnt 
Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Mengingat 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Oubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang 
Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Batik Nama Kendaraan 
Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2022 Nomor 52) diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN OUHERNUR TENTANG PEl{UHAHAN ATAS 
PERATURAN OUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2022 
TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA 
KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN 
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT. 

Menetapkan 

Pernb ntukan don Susunnn P ran I< t D irnh Provln i 
Kolimnntnn Bnrnt (L mbaran On rnh Provins i 
Knllmantnn Burnt Tahun 2021 Nomor 5, Tambnhnn 
L mbarnn Dn rah Provlnsl Kallmnntun O rut Nomor 5); 

10. P iruturnn Da rnh Nomor 5 Tnhun 2020 ten tan , 
P n ilolnnn Kcuan an Da rah (L mbnran On irah 
Provinsl Kullmnntan nrnt Tnhun 2020 Nomor 5); 

11. P raturan Gubcrnur Nomor 22 Tnhun 201 J tcntnng 
P tunjuk P laksanaan P mungutan Pajak K ndaraan 
Bermotor dan Be Ballk Narna K ndaraan O rmotor 
(Berita Daerah Provinsi Kallrnnntnn Barnt Tahun 2013 
Nomor 22) sebagaimana tclah dlubah dengan P raturan 
Oubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pctunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kcndaraan D rmotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Derita Da rah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 13); 

12. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Tahun 2021 (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barnt 
Tahun 2021 Nomor 29); 

13. Peraturan Oubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 135); 

14. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang 
Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan 
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat (Serita 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 
52); 
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BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR (, (:, 

SEKRETARIS DAERAH 

P~1VINSI KALIMANTAN BARAT, 

1~.~ 
HARIS SON 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal ~ -u,1,1 

Ditetapkan di Pontianak 
pad a tanggal J. ~ , " ') crn 

WUBERNUR KALIMANTAN BARAT, { 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam. Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022. 

Pasal 11 

Pemberian pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB Kedua serta 
pembebasan BBNKB kedua diperpanjang masa berlakunya selama 1 (satu) 
bulan terhitung mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan 30 September 
2022. 

Pasal 7 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

( 1) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Kedua meliputi : 
a. denda keterlarnbatan mendaftar PKB; dan 
b.denda keterlambatan mendaftar BBNKB Kedua. 

(2) Pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebesar 100% 
(seratus persen) dari denda administrasi. 

(3) Pembebasan denda keterlambatan mendaftar PKB sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf a, tidak berlaku untuk kendaraan baru yang mendaftar. 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 
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